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ABSTRAK 

Dalam pembangunan demi kepentingan bangsa dan negara, tak jarang pemerintah 
mengalami kesulitan dalam melakukan perluasan serta penambahan fungsi tanah 
yang ada. Semakin sedikitnya tanah yang dimiliki pemerintah membuat pemerintah 
terkadang melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan 
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam peraturan tersebut 
diatur mengenai bagaimana prosedur pengadaan tanah pada tanah target hingga 
bagaimana prosedur ganti rugi yang akan diberikan pada pihak yang akan 
dibebaskan tanahnya. Tak jarang dalam pengaplikasiannya, justru pihak yang 
dibebaskan tanahnya malah tidak terima dengan besaran ganti rugi yang diajukan. 
Prosedur yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut ialah melalui 
permohonan keberatan melalui pengadilan negeri. Namun dalam beberapa putusan 
ditemukan bahwa beberapa pihak yang dirugikan justru menggugat pemerintah 
dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini membuat adanya 
dualisme tata cara pengajuan keberatan atas ganti rugi yaitu melalui permohonan 
atau gugatan. Temuan yang ditemukan penulis ialah bahwa harus ada suatu 
unifikasi atau rekonfigurasi peraturan terkait agar tidak menimbulkan suatu 
kebingungan serta dapat menjamin keadilan dalam penentuan besaran ganti rugi 
agar nantinya diharapkan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini 
berjalan lancar tanpa merugikan salah satu pihak. 

 

Kata Kunci: Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Ganti Rugi, 
Perbuatan Melawan Hukum 
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ABSTRACT 

In development for the sake of the nation and state, it is not uncommon for the 
government to experience difficulties in expanding and adding to the existing land 
functions. The less land owned by the government makes the government sometimes 
carry out land acquisition for the public interest based on Law Number 12 of 2012 
concerning Land Procurement for Development in the Public Interest. The 
regulation regulates the procedure for land acquisition on the target land and how 
the compensation procedure will be given to the party whose land will be acquired. 
Not infrequently in its application, the party who was freed the land did not even 
accept the amount of compensation proposed. The procedure mandated by the law 
is through an appeal through a district court. However, in several decisions it was 
found that some of the aggrieved parties actually sued the government on the basis 
of a lawsuit against the law. This creates a dualism in the procedure for filing an 
objection to compensation, namely through an application or lawsuit. The findings 
found by the author are that there must be a unification or reconfiguration of 
related regulations so as not to cause confusion and can guarantee justice in 
determining the amount of compensation so that later it is hoped that the process 
of land acquisition for the public interest will run smoothly without harming either 
party. 

Keywords: Land Procurement for Public Interest, Compensation, Unlawful Acts 
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